PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR % TAHUN 2024

TENTANG

-PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN

ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

TAHUN ANGGARAN 2024

EDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

6ahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
I;Jndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
t]entang' Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
’Ii‘ahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengalokasian anggaran
yang bersumber dari Alokasi Dana Desa kepada Desa-Desa di
Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati
t:entang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Anggaran
Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran
2024; | :

ﬁahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
l?engalokasian dan Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024,

}?asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Ihdonesia Tahun 1945; : ‘
ﬂndmg—Undmg Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Ii,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
Qndmg—Undang' Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

|
|



10.

11.

12.

-

Uhdang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lémbman Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Ulj'ldang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Négara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lémbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
teiah diubah dengan: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2(:)20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Ufldang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana télah diubah beberapa kali terakhir dengan
Uhdang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Pératuran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Injdonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Républik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73.
Témbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Kéuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2()19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322); |

Pératuran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pédoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Pemerintah' Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
P{alaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(L:embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.
Té.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539
sébagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pémerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lémbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Pératuran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pémbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Iﬁdonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
déngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
Pjerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
R;epublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan :

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

3.

Pératuran Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Leimbaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012
tentang Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana;

Peraturan Bupati Bombana Nomor 29 Tahun 2022 tentang
Organlsa81 dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bombana;

Pcraturan Bupati Bombana Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Priogram Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima
Ufoah Non Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Bukan Penerima
Uf)ah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kébupaten Bombana; -

Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa sebagalmana telah diubah dengan Peraturan
Bupat1 Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupau Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang
Pqngelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peiraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Ké,uangan Desa;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN

PELAKSANAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024.

BABI.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Bombana.

1
3

2

NSV

'Pemerintah Daerah adalah Bupatl dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemermtahan Daerah.
Bupati adalah Bupat1 Bombana.
Kecamatan adalah w11ayah kerja camat sebaga1 Perangkat Daerah Kabupaten.



9.

18.

19.

20.

-

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur, dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

‘usul, . dan/atau | hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan maéyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

‘Republik Indones1a

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa
dalam bidang tert1b administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta
Pelayanan dan Pe;mberdayaan Masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanalfcan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desaj berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

" demokratis.
10.

Wilayah atau Dufsun atau disebut dehgan nama lain adalah bagian wilayah dalam
Desa yang meru;f)akan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

.Rencana Pembaﬁgunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM

Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam)
Tahun.

.Rencana Kerja lPemerlntah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah

pen_]abaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala

Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

. Keputusan Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa,

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli

atau diperoleh aﬁcas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang Sah.

.Alokasi Dana Desa adalah keglatan yang sumber dananya berasal dari Alokasi

Dana Desa. ,

Bendahara Desé adalah Pemegang Kas Desa yang berasal dari unsur Perangkat
Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD
adalah Perangkét Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala
Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan

- yang diterima sKabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

21.

Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bantuan ;Keua;ngan Pemerintah Kabupaten kepada desa adalah bantuan
keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang merupakan bantuan
keuangan yang dlgunakan untuk percepatan atau akselerasi Pembangunan Desa,

dalam rangka pelaksanaan urusan pemenntahan di Desa.
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22, Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesua1 dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam
memberdayakan masyarakat

23.Tim Pengelola Keglatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk
melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemermtahan daerah yang dibahas dan
dlsetujul bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2
Maksud dltetapkan [Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangka:
Daerah Kabupatenf dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah
kabupaten Bombané. dalam melaksanakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2024. |

! Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

a. untuk membenkan kepastian Hukum dalam pelaksanaan pengalokasian Dana
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

b. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2024 secara tertlb efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan

c. untuk memngkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan potensi
Desa.

BAB II

: RUANG LINGKUP

i Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mehputl
a. sumber dana; |
b. pengalokasian dan penetapan besaran dana Aloka31 Dana Desa;
. persyaratan dan mekamsme penyaluran dana Alokasi Dana Desa;
. tahapan penyaluran
. tim asistensi dan tim fasilitasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan;

sanksi penundaan; dan

. pembinaan dan pjengawasan.

RS BN NS

e

BAB III
SUMBER DANA
Pasal 5
i1) Sumber dana Aloka31 Dana Desa Tahun Anggaran 2024 berasal dari Anggaran
‘Pendapatan daq Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024.
{2) Alokasi Dana D:esa diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh Persen) dari dana
- perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten.
(3) Besaran Pengalbkasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2024 untuk setlap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupat1 ini.
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i Pasal6

Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan pendapatan Pemerintah
Desa melalui Transfer dari Kas Daerah Kabupaten Bombana ke Kas Desa dan
dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024

(h

13)

BAB IV
PEN GALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA
ALOKASI DANA DESA

; Bagian Kesatu

| Pengalokasian Dana Alokasi Dana Desa

5 ~ Pasal7
Pengalokasian Aloka81 Dana Desa sebagaimana dnnaksud dalam Pasal 5 ayat (3]
mempertlmbangkan
a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. tunjangan Perangkat Desa dan BPD;
c. tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
d. insentif Pelaya1:1 Masyarakat Desa; |
e. operasional Kel;embagaan Desa;
f. kebutuhan opérasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
g. operasional keigiatan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional;
h. operasional Pemberdayaan dan Kese_]ahteraan Keluarga;
i. operasional Majehs Ta’lim;
j. operasional Dasaw1sma,
k. peningkatan kapa31tas Perangkat Desa dan BPD; dan
1. kegiatan lain «yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa
Pelayan masyarakat sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
a. imam desa dan imam masjid;
b. pendeta;
c. pandita; YT
d. perawat Des_a;f
e. dukun terlatihf;
f. anggota LINMAS
g. pengelola Air Bers1h Desa;
h. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa,
i. pengelola LlStI‘lk Desa;
_] Pokja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di
~ Desa; dan f
k. Pelayan mas;‘rarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

Bupati dapat menentukan besaran persentase Alokasi Merata dan menambahkan
Alokasi Formula dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan

- pengalokasian dana Alokasi Dana Desa.
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Bagian Kedua
Rumusan Penetapan Alokasi Dana Desa
Pasal 8
Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024
dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. alokasi Dasar;
b. alokasi Formula; dan
c. alokasi Kinelja.‘ﬁ
Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung
minimal sebesar iO% (sepuluh Persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten dibagi secara merata kepada
setiap Desa. ‘
Alokasi dasar sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar
Rp. 625.000.000,- (eman ratus dua puluh lima juta rupiah) per Desa.
Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan
sebesar Rp. 1.100.000.000,— (satu milliar seratus juta rupiah} untuk Desa
sekabupaten Bombana dengan memperhitungkan:
a. jumlah penduduk dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
b. luas wilayah Deisa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
c. jumlah Dusun dengan bobot 60% (enam puluh persen).
Alokasi Kinerja sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar
Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
Alokasi Kinerja sebagalmana dlmaksud pada ayat (5) diberikan pada Desa
dengan kinerja terbaik.

i Alokasi Formula sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) dihitung dengan Rumus:

- Bobot Jumlah Penduduk = Keterangan :
~ JPD / JPKD =RJP «JPD :Jumlah Penduduk Desa
RJP X 30% = BJP « JPKD : Jumlah Penduduk Keseluruhan Desa
_ *RJP : Rasio Jumlah Penduduk
- Bobot Luas Wilayah Desa = * BJP : Bobot Jumlah Penduduk
~ LWD / LWKD = RLW «LWD : Luas Wilayah Desa
RLW X 10% = BLW «LWK : Luas Wilayah Keseluruhan Desa
* RLW : Rasio Luas Wilayah
- BobotJumlah Dusun =  +BLW : Bobot Luas Wilayah
-~ JDD / JDKD = RJD «JDD :Jumlah Dusun Desa

RJD X 60% = BJD « JDK :Jumlah Dusun Keseluruhan Desa
*RJD : Rasio Jumlah Dusun
« BJD : Bobot Jumlah Dusun

Pasal 9
Dinas Pemberdajaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana melakukan
perhitungan rincién Alokasi Dana Desa yang diterima setiap Desa.
Rincian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam
Lampiran III yang/merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Ketiga
Penggunaan Alokasi Dana Desa
Pasal 10

Alokasi Dana = Desa digunakan untuk mendana1 pelaksanaan  kegiatan
penyelenggaraan Pemermtahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan De§a, pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan
bencana, darurat dan mendesak Desa.

Pasal 11

Penggunaan Dana Aloka31 Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut :

A
b
.

d.

penghasilan tetap: Kepala Desa dan Perangkat;

tunjangan Jabatan/Kedudukan Kepala Desa dan BPD;

tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;

biaya Operasionai Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Dasawisma, Kepemudaan,
Lembaga Adat, MaJehs Ta’lim, P2TP2A di Desa dan Posyandu;

biaya Pendataan | dan Penginputan Data Profil Desa, Aset Desa dan Evaluasi
Perkembangan Desa ,

dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa;

biaya pembebasan lahan untuk Sarana Pemerintahan Desa dan Sarana Olahraga
Desa; . !

kegiatan perbaika;n mutu Kesehatan dan Pendidikan;

beasiswa bagi maisyarakat kurang mampu;

pembangunan/ pe:ningkatan / rehabilitasi Infrastruktur Desa yang bersifat Padat

Karya Tunai dengan Ketentuan HOK minimal 50% (lima puluh Persen) dari total

anggaran keglatan

biaya Publikasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan Aset dan Keuangan Desa; dan
dana Kegiatan 1a1n yang dianggap pentlng dan prioritas yang sesuai dengan
peraturan perundang—undangan

: Bagian Keempat
Penghasﬂan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
; Pasal 12

Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan

selama dua belasébulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi.

Penghasilan tetap sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) diterimakan pada minggu

pertama bulan berlkutnya :

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai

berikut:

a. Penghasilan tetap Kepala Desa dlaloka31kan paling sedikit per bulan sebesar
Rp. 2.426. 640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus
empat puluh ruplah)

b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit per bulan
sebesar Rp. 2. 1224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat
ratus dua puluh rupiah); dan :

c. Penghasilan tetap Perangkat Desa selam Sekretaris Desa dialokasikan paling
sedikit per bulan per-orang sebesar Rp. 2 022.200,- (dua juta dua puluh dua

ribu dua ratus ‘rupiah).
l

i



; 5.

Ketentuan sc_’abagaijmana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :

a. Kepala Desa dén atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri
Sipil; dan

b. Sekretaris Desa! dan Perangkat Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara.
|
| |
| Bagian Kelima

Tunjangan Kepala Desa dan BPD

Pasal 13
Kepala Desa dan BPD dapat memperoleh tunjangan setiap bulan dengan

pembayaran me1a1u1 Rekening Pribadi.

|
1
|

i Tunjangan sebagalimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dialokasikan paling tinggi sebesar Rp.
1.500.000,- (sa’éu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

b. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD dialokasikan paling t1ngg1 perbulan sebesar

- Rp. 1.700.000,- i (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

C. Tun_]angan Kedudukan Wakil Ketua, Sekretaris dan Kepala Bidang dialokasikan
paling tinggi- perbulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu
rupiah); ;

d. Tunjangan staf Administrasi BPD d1aloka31kan pahng t1ngg1 perbulan sebesar

~ Rp. 500.000,- (hma ratus ribu rupiah).

Bagian Keenam
Tambahan Penghasilan Pemerlntah Desa dan BPD
Pasal 14

Pemerintah Desa dan BPD dapat memperoleh tambahan penghasilan setiap

bulan.

Tambahan Penghasﬂan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai

berikut : |

a. Kepala Desa dlaloka31kan paling t1ngg1 perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima

- ratus ribu ruplah) perbulan;

b. Sekretaris Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 275.000,- (dua
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan;

c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan dlaloka31kan paling tinggi perbulan per-orang

sebesar Rp. 259 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

d.Kepala Dusun| dialokasikan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang
sebesar Rp. 259.000,— (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan

e. Pimpinan dan { Kepala Bidang BPD dialokasikan paling tinggi perbulan per-
orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Tambahan penghasﬂan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan

apabila: :

a. Absensi dan Laporan harian Kepala Desa telah diverifikasi oleh Camat;

b. Laporan Kmerja bulanan BPD yang dibuat secara kolektif telah diverifikasi oleh
Camat; dan |

c. Absensi dan Laporan harian Perangkat Desa telah diverifikasi oleh Kepala
Desa.
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» Bag1an Ketujuh
Blaya Operaswnal Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pasal 15

(1} Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dialokasikan paling tinggi per-
bulan per-orang spbesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

(2] Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator dialokasikan paling tinggi

per-bulan sebesaf Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Honorarium Imam Mesjid/Imam Desa, Pendeta, Pemimpin Ibadah Hindu dan
Budha dialokasik'an paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta ruplah)

Insentif anggota LINMAS paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu ruplah)

Honorarium Pelayan Masyarakat lainnya dialokasikan paling tinggi per-bulan per-
orang sebesar Rpl 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Jika dalam hal Pembantu Tugas Umum Desa/Operator sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) d11aksanakan oleh Perangkat Desa, maka honorarium tidak
diberikan. ‘

| Honorarium dan Insentlf sebagmmana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5)

dlsesualkan dengan kondisi keuangan Desa.

BABV
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN
Bagian Kesatu

Persyaratan Penyaluran
Pasal 16

Svarat umum penyaluran Dana Alokasi Dana Desa kepada Desa adalah Pemerintah
Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut :

a

h

Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes); !

Peraturan Desa tentang Rencana KeI]a Pemerintah Desa (RKPDesa);

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan
Peraturan Desa | tentang Pertanggung]awaban Pelaksanaan APBDesa Tahun
Anggaran Sebelumnya

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran
~ Pasal 17
Penyaluran DanaI Alokasi Dana Desa dari Rekemng Kas Umum Daerah (RKUD) ke
Rekening Kas Desa (RKD) dllaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Bombana. ‘
Penyaluran dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan
Desa dan Laporarzl Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana persyaratan
untuk setiap tahziipan Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa.
Penyampaian pelj"aturan dan laporan ditujukan kepada Bupati melalui Camat
masing-masing‘témbusan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa dan Ba;dan Keuangan Daerah.



\2)

=y

(6}

-11-

Bagian Ketiga
Penyampalan Laporan Pertanggungjawaban
Pasal 18
Penyampalan Laporan Pertanggung]awaban Keuangan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan tepat waktu yaitu paling lambat
setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

} Laporan Pertanggpngjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan kepada Camat masing-masing tembusan disampaikan kepada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan Daerah dalam
bentuk softcopy (.pdi) yang telah ditandatangani dan cap/stempel basah serta
dilengkapi dengaﬂ bukti pengeluaran/belanja yang sah.

Bagi Desa yang :t1dak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Desa dengan tepeit waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1} maka pencairan
Dana Alokasi Dar;1a Desa tersebut dilakukan penundaan sampai dengan Laporan
PertanggungiawaBan diterima serta diberikan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan perundang undangan yang berlaku bagi kepala desa yang
bersangkutan.

BAB VI
TAHAPAN PENYALURAN
Pasal 19
Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a, huruf b dan huruf ¢, dilakukan setiap bulan dan diterimakan pada
minggu pertama l?ulan berjalan kerekenlng masmg—masmg penerima.
Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pemotongan Dana Alokasi Dana Desa di Desa dan penyaluran
dana hasil pemofongan Dana Alokasi Dana Desa ke Rekening masing-masing
penerima penghasﬂan tetap dan tunjangan.
Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa masing-
masing.
Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf d sampai dengan huruf 1 dllakukan secara bertahap, dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Triwulan I pallpg cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan
Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
b. Triwulan II paljing cepat bulan April dan paling lambat minggu keempat bulan
Juni sebesar'2;5% (dua puluh lima persen);
c. Triwulan III pdling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan
September sebé:sar 25% (dua puluh lima persen); dan
d. Triwulan IV pa;ling cepat bulan Oktober dan paling lambat minggu ketiga bulan
Desember sebesar 25% (dua puluh lima persen).
Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja
setelah diterimadana perimbangan dari RKUN ke RKUD.
Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran
Dana Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan perubahan alokasi.
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7) Dalam hal terda15at kekurangan dari /atau kelebihan penyaluran Dana Alokasi

Dana Desa, maka kekurangan dan/ atau kelebihan penyaluran tersebut dapat
diperhitungkan dalam penyaluran Dana Alokasi Dana Desa tahun berikutnya.

Pasal 20

Penyaluran sebagalmana dimaksud' dalam Pasal 19 ayat (1) melampirkan
kelengkapan admlmlstram sebagai berikut:

a.
b.

5 R

Print Out APBDes menggunakan Aplikasi Siskeudes;

Laporan Ketefangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dilengkapi
dengan berita acara dan dokumentasi musyawarah penyerahan kepada BPD,
dan Laporan l?enyelengaraan Pemerintahan Desa (LPPD);

Surat permoﬁonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa
yang ditujukafn kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bombana sebagaimana terlampir;

Surat'pernyatiaan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;

Rincian Permohonan Penyaluran Dana Penghasilan Tetap/Tunjangan/
Tambahan Penghasﬂan, Subsidi Asuransi Kesehatan dan Subsidi Asuransi
Ketenagakeljaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dari bulan Januari
sampai dengan Desember;

Berita Acara Hasﬂ Verifikasi dari Kecamatan,

Foto copy buku rekening kas Desa;

Foto copy Sahnan Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa, BPD,
Perangkat Desa dan

Surat Rekomendas1 Pencairan dar1 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bombana.

Penyaluran sebagalmana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a melampirkan
kelengkapan admlnlstra51 sebagai berikut:

a.

Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa
yang d1tu_1ukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepa]a Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bombana,

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;

Rincian rencaha pencairan dana;

Laporan real;isasi capaian pelaksanaan Posyandu sampai dengan bulan
berjalan m1n1ma1 95% (sembilan puluh lima persen) dari target yang telah
ditetapkan;

Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;

Foto copy buk:u rekening kas Desa;

Foto 0% (nol piersen) bagi kegiatan Infrastruktur;

Desain dan Réncana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;

Bukti pembayaran Pajak belanJa (PPN/PPh) sampai dengan semester akhir
tahun sebelumnya :

Surat Rekome;ndas1 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bdmbana; dan

Laporan reahsa31 capaian sebagalmana dimaksud huruf d mengacu pada
Keputusan Bupat1 Bombana.
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{3} Penyaluran sebaéaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat {4) huruf b melampirkan

- Ay

.

kelengkapan adnin'nistrasi sebagai berikut:
-a.

Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa
yang d1tuJukan kepada Bupati Bombana Cq Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bombana ;

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;

Rincian rencana pencairan dana;

Laporan reallsa31 capaian pelaksanaan Posyandu sampai dengan bulan
berjalan mlmmal 95% (sembllan puluh lima persen) dari target yang telah
ditetapkan; :

Berita Acara Has11 Verifikasi dari Kecamatan sebagalmana terlampir;

Foto copy buku rekening kas Desa;

Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/ PPh),

Laporan keméguan pekerjaan bagi keg1atan infrastruktur;

Dokumentas1 kegiatan 0%, 50% dan 100% dengan pengambilan gambar dari

titik posisi yang sama;

Desain dan Rencana Anggaran Blaya bagi keglatan Infrastruktur;

Surat Rekomendas1 dari Kepala D1nas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bombana, dan
Laporan reahsas1 capaian sebagalmana dlmaksud huruf d mengacu pada
Keputusan Bupat1 Bombana. ’

Penyaluran sebagalmana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf ¢ melampirkan

kelengkapan adm1n1stra31 sebagai berikut:

‘a.

Surat permohonan pencairan ‘dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa

yang dltujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bombana

b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;

SR ot

—.

k.

Rincian rencana pencairan dana;
. Laporan reahsas1 capaian pelaksanaan Posyandu sampai dengan bulan
‘berjalan mlnlmal 95% (sembllan puluh hma persen) dan target yang telah

ditetapkan; |

|

Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
Foto copy buku rekening kas Desa;

‘Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPh);

Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;

5Dokumenta31 kegiatan 0%, 50% dan 100% dengan pengambilan gambar dari
- titik posisi yang sama;

Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagl kegiatan Infrastruktur; dan
Laporan realtlsa31 capaian sebagaimana dimaksud huruf d mengacu pada
Keputusan Bupat1 Bombana.

' Penyaluran sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf d melampirkan

kelengkapan adn;nmstram sebagai berikut:

a.

Surat permdhonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa
yang dltujukan kepada Bupati Bombana Cq Kepala Badan Keuangan Daerah
‘Kabupaten Bombana

Surat pernyataan tanggung Jawab mutlak sebagaimana terlampir;

Rincian rencana pencairan dana;
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Laporan reahsas1 capaian pelaksanaan Posyandu sampai dengan bulan
berjalan mlmmal 95% (sembilan puluh lima persen) dari target yang telah
ditetapkan; ;

Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
Foto copy buku rekening kas Desa,

telah - menglsl data proﬁle Desa secara Onlme sebesar 100% dan dilengkapi
dengan softcopy, SRR R

telah meng131] data tingkat Perkembangan Desa secara Online sebesar 100%
dan d11engkapl dengan softcopy;

telah mengisi“ data Aset Desa Triwulan Keempat Tahun sebelumnya sampai
dengan anulan Ketiga Tahun ber_]alan melalui Aplikasi Sipades dan
dilengkapi dengan softcopy ;

Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;
Dokumentasukeglatan 50% sampau dengan 100% dengan pengambilan gambar
dari titik pos1s1 yang sama;

Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;

. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/ PPh),

Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 100%; dan
Laporan reahsa31 capaian sebagalmana dimaksud huruf d mengacu pada
Keputusan Bupat1 Bombana.

Contoh format dokumen sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (5) terdapa‘o dalam Lampiran IT yang merupakan bagian tidak terpisahkan

‘dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TIM ASISTENSI TINGKAT KABUPATEN DAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA TINGKAT KECAMATAN
PaSal 21

i

Bupati membentuk Tim Asistensi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Tim Asistensi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a.

b.

melaksanakan; sosialisasi kebljakan data dan informasi mengenai Alokasi Dana
Desa;

pengkajian dan penyusunan peraturan tentang pelaksanaan Alokasi Dana
Desa;

. melakukan fa8111tas1 penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat

dan/atau plhak lain;

. melakukan keglatan pembinaan, pelatlhan, monitoring dan evaluasi kegiatan

Alokasi Dana Desa,

. melakukan a31sten31 dan penguatan kapasitas tim fasilitasi pengelolaan

keuangan Desa tingkat Kecamatan; dan
memberikan laporan kepada Bupatl

| Pasal 22
1

Camat membentuk tim asistensi pengelolaan keuangan Desa yang ditetapkan
dengan Keputusan Camat, dengan komp03131 minimal sebagai berikut:

a.
b.
c.

{

camat; |
sekretaris camat
kepala seksi pemerintahan;
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d. kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;

€. supervisor s1skeudes dan

f. fungsi lain yang terkait.

Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. melakukan pengawasan, pengendahan, monitoring dan evaluas1 Alokasi Dana
Desa; ! :

b. melakukan perflbinaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

c. melakukan pémbinaan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup
perencanaan dan penyusunan APBDesa serta pelaksanaan, penatausahaan,
dan pertanggung]awaban pelaporan APBDesa;

d. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa;

e. menyampaikan usulan penundaan penyaluran transfer ke Desa apabila hasil
pemantauan dan pengawasan ditemukan realisasi Alokasi Dana Desa tidak
‘sesuai dengang persyaratan penyaluran dan/atau tidak sesuai dengan laporan
realisasi angaran dan : '

f. memberikan laporan rutin maupun berkala kepada tim asistensi tingkat

- Kabupaten. ~

Tim asistensi Se:t)agaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hasil evaluasi

atas dokumen/ bérkas paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima

dokumen/ berkas dari pemerintah Desa.

Dalam hal hasil evalua31 dokumen/berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3]

belum d1tetapkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja. maka Tim asistensi
dan Camat dlanggap telah menerima dan meyetujui isi dokumen/berkas tersebut
dan telah layak luntuk diteruskan ke D1nas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa
Kabupaten Bombana

BAB VIII
| SANKSI PENUNDAAN PENYALURAN DANA
: ALOKASI DANA DESA

Pasal 23

Bupati‘menunda; penyaluran Dana Alokasi Dana Desa Triwulan I dalam hal :

a. Kepala Desa 1tidak menyampaikah Peraturan Desa tentang APBDesa tahun
berjalan kepada Bupati dan tidak menyampmkan laporan realisasi penggunaan
Alokasi Dana Desa serta Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;

b. terdapat SiLPjA lebih dari 30% (tiga puluh Persen), dengan terlebih dahulu
meminta penjéalasan kepada Kepala Desa; dan

c. terdapat usulén dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.

Bupati menunda penyaluran Dana Alokasi Dana Desa Triwulan II, III dan IV

. apabila belum menyampalkan laporan realisasi dan pertanggung]awaban triwulan

sebelumnya.
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BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
| Pembinaan
| Pasal 24
(1) Pemerintah Kabt%paten dan Kecamatan melakukan pembinaan dan pemantauan
pengelolaan Dané. Alokasi Dana Desa. '
(2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dimulai dar:
Camat sampai kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang berwenang.
(3) Kegiatan pembiflaan dapat berupa Pelatihan, Bimtek, penyusunan regulasi.
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa .
{(4) Pembinaan DesaI dilakukan melalui Tim Asistensi Tingkat Kabupaten yang terdiri
dari lintas Perangkat Daerah kabupaten.
(5) Hasil pemantauain dan evaluasi Tim Asistensi Tingkat Kabupaten dilaporkan ke
Bupati minimal.1 (satu) kali dalam triwulan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 25
i1) Pengawasan atas pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa dalam periode berjalan
dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Camat.
i2) Inspektorat Dae;:rah Kabupaten Bombana sewaktu-waktu dapat melakukan
pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa atas perintah Bupati.
(3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan
terhadap Aloka31 Dana Desa atas sepengetahuan Bupati.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Alokasi Dana Desa harus
dipublikasikan ballg dari media cetak maupun elektronik, sehingga Masyarakat Desa
dapat mengetahui ir:1formasi Alokasi Dana Desa dan dapat turut berpartisipasi dalam
mengawasi pelaksaﬁaannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor !
Tahun 2023 tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Anggaran Alokasi
Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

|
|
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' Pasal 28
Peraturan Bupati ini mu1a1 berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan pefnempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia

PARAF KOORDINASI pada tanggal, 4 Jadoap 2024
NO UNIT[SATUAN KERJA PA/RAF ~
1 g wa  Pj. BUPATI BOMBANA,
2 |foted \vhh ‘('( - ,
3 A WY \ ‘ ,
4 |Kobogy JAUM | g4 | —_—
5 lobid pemcet | - | gppy susarMaNTO

Diundangkan di Rufnbia
pada tanggal, £ JAr\on\’-\ 2024
bEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

\

i

BERITA BALRAH K%\BUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR .3
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN  PENGALOKASIAN  DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN ALOKASI
DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2024

PET UNjJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

a.

® ™o a0 T

[y
.

Penghasilan Tétap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Tunjangan Perangkat Desa dan BPD;

Tambahan Penghasﬂan Pemerintah Desa dan BPD;

Insentif Pelayan Masyarakat Desa;

Operasional Kélembagaan Desa;

kebutuhan operasmnal penyelenggaraan Pemerintah Desa;

Operasional pemermtah Desa, meliputi :

(1) Belanja quang dan Jasa,

(2) Peljalananj Dinas, dan

(3) Belanja médal perlengkapan dan peralatan kantor.

Operasional BPD, meliputi :

(1) Belanja Ba’rang dan Jasa;

(2) Per_]alanan Dinas; dan

(3) Belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor.

P_ényelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

Penetapan daﬁ Penegasan Batas Desa meliputi :

(1) Survey batas desa,

(2) Pembanguinan Gapura, dan

(3) Pembuatarjl Peta Desa, dil.

Pendataan Prdﬁl Desa;

Pendataan Asét Desa;

Penyelenggara{an musyawarah Desa :

(1) Laporan Pertanggung]awaban (LPJ) Kepala Desa,

(2) Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa,

(3) Penyelenggaraan Musyawarah Ker]asama Desa.

Pengelolaan 1nforma31 Desa :

(1) Pembuatap dan pengelolaan Website Desa,

(2) Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai
dengan pe?raturan perundang—undangan yang berlaku.

Penyelenggaréan Perencanaan Desa :

(1) Review/ Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa)

2) Penyusungn Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
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Penyelenggarafan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa :
(1) Rapat rutiril; :

(2) Monitoring} dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan.
Pembang‘unan‘ sarana dan prasarana kantor Desa :

(1) Pembangunan tembok penahan tanah kantor Desa;
(2) Pemehharaan bangunan kantor Desa;

(3) Pembangunan WC kantor Desa;

(4) Pembangunan gedung kantor Desa;

(5) Sarana 1nternet kantor Desa;

(6) Pembangunan balai Desa;

(7) Listrik kan;tor Desa;

(8) Rehab kantor Desa; dan

(9) Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa:

a.

R me a0 o

il

Kegiatan perbalkan mutu Kesehatan dan Pendldlkan
Beasiswa bagl masyarakat kurang mampu;

Jalan rabat beton

Pembuatan dan peningkatan jalan pemukiman;
Pembangunan Deucker;

”Pembangunan Gedung Polindes/ Poskesdes
Pembangunap Gedung Posyandu;

‘Pembuatan siumur Bor/Gali;

- Pembangunan dan pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa;

d |
Pengadaan tangki air bersih;

Pengadaan p1;1puk organik;
Pelaksanaan iPembangunan Infrastruktur Desa bersifat Padat Karya dengan

- Ketentuan HQK minimal 50% (lima puluh persen) dari total anggaran; dan

Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan
peraturan perundang -undangan yang berlaku.

3. Bldang Pembmaan kemasyarakatan Desa:

me e T

RS R

Penyelenggaran Pos Keamanan Desa

Perhndungan sosial bagi pekerja rentan /miskin;

Pembinaan keagamaan

Pembinaan p;emuda dan olah raga;

‘Pembinaan Budaya dan Adat istiadat;

Pembinaan kfeamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat
Desa; |

Melestankani dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;
Penyediaan operaswnal kelembagaan Desa;

Penyediaan dperasional PKK; v

Penyediaan 'ofperasional Majelis Taklim;

‘Penyediaan dperasional Dasawisma;

Penyediaan ojperasional LPM;

. Penyediaan ;Honorarium pelayan masyarakat seperti Imam Mesjid/Imam

Desa, Perawat Desa, Guru Mengajl Guru Minggu, Guru Honorer Taman
Kanak—kanak Kader Posyandu, Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan

pelayan masyarakat lainnya; dan

|
|
i
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|
‘n. Lain-lain kegi;atan yang dipanda’ri_g perlu dan mendesak serta sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bidang Pemberdéyaan Masyarakat Desa: ‘
a. penguatan kejtahanan pangan nabati dan hewani;
b. Pelatihan/ Birjntek pengembangan kapasitas Aparatur Desa, diantaranya:
1) Pelatihani tata cara penginputan data Profil Desa Online melalui
http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id
2) Pelatihani tata cara penginputan data Aset Desa Online melalui
. https://sipades-binapemdes.kemendagri.go.id
3) Pelatihan itata cara penginputan data Tingkat Perkembangan Desa Online
- melalui http:/ /epdeskel. kemendagri.go.id
4) Pelatihari]} tata cara penginputan Sistim Keuangan Desa (SisKeuDes)
Online; | :
5) Lain-lain ikegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Studi perbandmgan /Pelatihan /Bimtek Pengurus BUMDesag;
Penunjang ke_glatan 10 program PKK, UP2K-PKK;
Studi perbandingan /Studi tiru Pemerintah Desa; dan
. Lain-lain ke_giatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan
peraturan pef‘undang-undangan yang berlaku.
5> Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
a. Kegiatan Penanggulanan Bencana
b. Penanganan Keadaan Darurat; dan
‘¢. Penanganan Keadaan Mendesak.

PARAF kOORDlNASl
NO |UNIT/SATUAN KERJA| PAYAF
et L Joff, 1Y ' br—'
s RY \ — N/
Kopog  Yukum

liabid Pomdes | o ~ EDY SUHARMANTO

Pj. BUPATI BOMBANA,

SR {W]IN |-
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN  PENGALOKASIAN  DAN
; - PELAKSANAAN ANGGARAN ALOKASI
- DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA
; " TAHUN ANGGARAN 2024

CONTOH FORMAT

Contoh Format Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh
Kepala Desa yang dltujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan
Daerah Kabupaten ‘Bombana.

PEMERINTAH DESA ..... csrsereesssersassessanersnsane
KECAMATAN ...... ssesesssncrosesresseassuns seserecesesecees
. KABUPATEN BOMBANA
1Alamat: ........... o.... Tlp./Fax. .... Kode Pos ....................
!
S ) eenesseneeees 202x
Nomor : .. 202x ; Kepada
Lampiran 1 (satu) berkas :’ Yth. ‘Bapak Bupati Bombana
Perthal - : Permohonan Penyaluran Dana Alokasi Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah
: Dana Desa Triwulan .... Tahun Anggaran Di-
202x : Rumbia
Berdasa.rkan Peraturan Bupati Bombana Nomor ..... Tahun 20... tentang Pedoman

Pengaloka51an dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran
202x, maka kami mengajukan permohonan penyaluran dana Alokasi Dana Desa Triwulan .
Tahun Anggaran 202x sebesar Rp. . N .terbilang.... voaness)s
Sebagai ibahan pertimbangan, maka kami lampirkan persyaratan penyaluran sebagai berikut :
Rekoxﬂendasi hasil Verifikasi dari Pemerintah Kecamatan;
Dokumen RPJMDes;
Dokumen RKPDes TA. 202x (soft copy)
Dokurpen APBDesa TA. 202x (soft copy);
SK Peergangkatan Kepala Desa dan perangkat Desa (copy);
SK Pengangkatan Pelayan Masyarakat;
R1nc1a11'1 Anggaran Triwulan I s.d IV;
R1nc1an Anggaran Triwulan ini;
Desam dan RAB (untuk Kegiatan Fisik); dan
10 Rekemng Desa/Rekening koran (foto copy).
11. @sesuaikan dengan syarat untuk tiap penyaluran.

CRNG RN

Kepala Desa ..oceeceencennesy

ttd/stempel

Tembusan Yth:
!  Bupati Bombana (sebagal laporany);
. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bombana;
% Inspektur Daerah Kabup?ten Bombana;
4+ Camat..cueeeeenn. Kabupa;ten Bombana;
5. Arsip. }
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2. Contoh Format Siurat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

PEMERINTAH DESA ....ccoeveriuvenenee
| KABUPATEN BOMBANA
Alamat : ........... No. ... Tip./Fax. .... Kode POS ............c....... .

éURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama - T eessscescscssesesccsnee
Jabatan : Kepala Desa ............ouueeee..
Bertindak an.: Pemerintah Desa ................... .

Alamat : Desa Sesstmnsnsanaranrasens

Dengan ini menyat:akan bahwa saya sebagai penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan ....
Tahun Anggaran 202x; sebesar Rp. eececesceeees PR T terbilang.........ccouueuene.n. ), akan
menggunakan dana ter;sebut sesuai dengan rencana penggunaan dana, berdasarkan Peraturan
Bupati Bombana Nomo:r 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bom})ana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta
Peraturan Bupati Bombana Nomor ........... Tahun 202x tentang Pedoman Pengalokasian dan
Pelaksanaan Alokasi Déna Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 202x;

~Apabila dikemudiain hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga
kemudian menimbulka;\n kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan
kerugian tersebut ke kas daerah, serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab sert«
untuk dipergunakan szagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Desa .cccececsecses

Matemi  ttd/stempel

secscsnssvecssrses
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7. Contoh Format Berlta Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Penghasilan Tetap
~dan Tun_]angan dan Kecamatan.

L PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

Jln. ..... No. ...... Tlp./Fax. . .. Kode Pos 93771
BERITA ACARA VERIFIKASI
Nomor: 202x
’ada hari ini .............. tanggal ............... bulan .......o....... tahun dua ribu dua puluh ...........
bertempat di Kantor Kecamatan ............... Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan

permohonan penyaluraq Dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembelanjaan Penghasilan Tetap
daa Tunjangan Kepalai Desa, Perangkat Desa dan BPD Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh

............ Desa ............... Kecamatan ............... Kabupaten Bombana Sebesar RP. «..c.ceeseeersveesseeeny
[cereseecesanccsterbilang.ee..... eeosescnancane ).
okumen persyaratan yang diverifikasi adalah sebagal berikut :
i Hasil
No. Uraian Dokumen : Verifikasi Ket.
; Ada Tidak
Ada

Dokumen RKPDesa Tahun 202x

Dokumen APBDesa TA. 202x

Salinan SK Kades, Perangkat Desa & BPD

Rincian Siltap dan Tunjangan TA. 202x

Permohonan Debet dari RKD ke Rek. Kades, Perangkat Desa & BPD

6 Salinan /Foto Copy Rekening Bank Kades, Perangkat Desa & BPD
d st. ' '

Ui A W N =

3erdasarkan hasil venﬁkas1 Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dana
Jesa (ADD) Belanja Penghasﬂan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 202x, dan kami
menandatangani berita apara verifikasi.

No - Nama / NIP Jabatan , Tanda Tangan

1. Camat ..... 7 | SN

2. Sekcam : 2. e
3. Kasi PMD | < TR

Demikian Berita Acara 'Verifikasi ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk menjadi bahan
seperlunya.
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8. Contoh Formaté Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Honorarium,
- Operasinal dan 1ain—lain dari Kecamatan.

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
KECADMATAN .cccotteruiantnrnccncecsencassescaccssaseases

Pada hari ini

Jn. ..... No. ...... Tlp./Fax. ... Kode Pos 93771

BERITA ACARA VERIFIKASI
Nomor : 202x

............ ta'inggal vvseeeeenee. DUlAN ............ tahun dua ribu dua puluh ............... bertempat
di’Kantor Kecamatan .......

..... Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan permohonan

penyaluran Dana Aloke{si Dana Desa (ADD) Triwulan ... Tahun Anggaran 202x kepada Desa ............

Kecamatan ............ Kabupaten Bombana sebesar RP. «cceevveeessses= forssnst€rbilang......).
Dokumen persyaratan yang diverifikasi adalah sebagai berikut :
! Hasil ,
No. Uraian Dokumen Venfik.as1 Ket. 1
i Ada Tidak
: | Ada |
1. | SPJ sampai dengan ..........co..n... ; ‘
2. | Surat Permohonan Pencairan Dana;
3. | Fotocopy Buku Rekening Kas Desa; ;
4. | Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;
5. | Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100%;
6. | Foto 0% untuk Kegiatan Insfrastruktur;
7. | Desain dan RABuntuk Kegiatan Insfrastruktur.
dst. | @sesuaikan dengan syarat untuk tiap penyaluran.

Berdasarkan hasil veﬁﬁkasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dana
Desa (ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 202x, dan Kkami
menandatangani berita acara verifikasi.

No Nama / NIP Jabatan Tanda Tangan
1. 3 Camat ..... |
2. ? Sekcam 2. e ‘
3. | Kasi PMD 3. e
Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk menjadi bahan
seperlunya. i :
PARAF_ KOORDINASI _ Fy. BUPATI BOMBANA,
NO | UNIT/SATUAN KERJA | PARAF
1 [Ty Y
2 [fpaL Nebh [} ) —
3 [y | Y { |
4 Ko\yﬂ “dl(um . : EDY SUHARMANTO -
5

Ao bidl ?Pema’cr Frn



. LAMPIRAN IIT .
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG o ’
PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024

4
i

. ALOKASI FORMULA ! K
No. KECAMATAN DESA ALOKASI DASAR JUMLAH PERDUDUK (JP] LUAS WILAYAH (LW) JUMLAH DUSUN {JD) TOTAL JUMLAH ALOKASI ALOKASL - | PAGUALOKASI ) PEMBULATAN
{Rp) JP RASIO JP | BOBOT '| LW (km®) |RASIOLW[ BOEOT JD__| RASIO JD] BOBOT BOBOT FORMULA (Rp-) -~ KINERJA - | DANADESA (Rp) : (Rp)

7 F 3 4 3 [ 8 3 10 11 12 13 14 =(7+10+13) 15 =({i4 "¢ 16 {~d] - 174 +15) 18
1 POLEANG POKORUMBA 625.000.000 1.592 001 0,004 17,16 0,01 0,001 3 001 0.004 0.009 9,539.625] - 634,539,625 634,539,600
2 POLEANG PALLIMAE 625.000.000 1401 Q.01 0,004 7.01 0,00 0,000 S 001 0,007 0011 11,660,629 636.660,6291 636,660,600
3 POLEANG SALOSA 625.000.000 711 001 0.002 4135 001 0,001 3 001 0,004 0,007 79716791 . 632.971,679 632,971,600
4 POLEANG MATIRO WALIE 625,000,000 727 001 0002] - - 669 0.00 0.000 3 001] - 0004 0.006 6.771.393] - - 631,771,393 631,771,300
5 POLEANG TIMUR TEPPOE 625.000.000 2,674 0.02 0.007] - 19.71 001 0001 ] 001 0.007 0014 15,637,319 640,637,319 640,637,300
6 POLEANG TIMUR BIRU : 625,000,000 2.442 0.02 0,006 21.60 001 0.001 S 001 0,007 0.014 15,063,552 640,063,552 640,063,500
7 POLEANG TIMUR MAMBO : 625,000,000 1.203 001 0,003 45,05 001 0,001 4 00] 0,005 - 0010 10,972,083 635,972,083 635,972,000
) RAROWATU RAU RAU 625,000,000 680 0.01 0.002 20,15 001 0,001 3 001 0,004 00061 - 7124715 632124715 632,124,700
9 RAROWATU LADUMPI - 625,000,000 544 0.00 0,001 21,43 001 0,001 3 001 0,004 0006 6,794,548 631,794,548 631,794,500
0_| RAROWATU RAROWATU 625.000.0001 - 473 0,00 0.001] 11.36 0.00 0,000 3 0.01 0.004 0,006 6.236.603 631,236,603 631,236,600
1 RAROWATU LAKOMEA 625.000.000 1.042 001 0.003 2143 001 0001 4 0011. 0005 0,009 9,678.690 634,678,690 634,678,600
2 | RAROWATU PANGKURI 625.000.000 635 0.01 ~0.002 31.21 0.0] 0,001 4 0.01 0,005 0.008 8,904,242 633,904,242 633,904,200
3 RAROWATU LAMPEANTANI 625.000.000 716 0.01 0,002 12,73 0,00 0,000 3 0,011 - 0004 0.006 6.957.849 631,957,849 631,957,800
4 | RAROWATU WATU KALANGKARI 625.000,000 641 001 0.002] - 11.20 -0,00 0,000 4 0011 - 0005 0.007 8,202,337 . 633,202,337 633.202,300.
. ‘15 | RAROWATU TAHIITE £25.000.000 904 0,01 0,002 10,22 0,00 0000 4 001 0,005 0,008} - 8,894,513 633,894,513 633.894,500
, ) 6_| RUMBIA LANTAWONUA 625.000,000 1,353 00t} 0003 17,99 0,01 0,001 3 0.01 0.004 ~0.008 8,908,438 : 633,908,438 633,908,400
i 7| KABAENA RAHADOPI 625,000,000 728 001 0.002 34,39 001 Q0011 -3 0.0 ..0004f - : 0007 7.768.782 o 632,768,782 632,768,700
8 | KABAENA TIRONGKOTUA 625.000.000 611 0,01 0.002 41,90 0.01 0,001 3 0.0 0.004 0.0071 - 7.714.863) : 632,714,863 632,714,800
9 KABAENA TIMUR WUMBUBURO 625.000.000 872 001 0,002 40,61 001 0001 4 0.0 0,005 0,009 9,807,226 . 634,897,226 634,897,200
20 KABAENA TIMUR BALO 625.000,000 935 - 001 0.002 6.94 0.00 0,000 S 0.01 0.007 0,009 10,369,323 - 635.369.323 635,369,300
21 KABAENA TIMUR TOLI-TOLI 625.000.000 868 0,01 0,002 5,571 - 0.00 0,000 3 Q.01 - 0,004 0.006 7.121,133 : 632,121,133 632,121,100
) 22 | KABAENA TIMUR TAPUHAKA : 625.000,0001 - 1,442 - 0.01] - 0.004] .-198 _0.00 0,000 4 0,01 0,005 0.009 10.086,559 635,086,559 635.086.500
23 | KABAENA TIMUR BUNGI-BUNGI 625.000,000 526 0,00 0.001 2,35 0.00 0.000 3 00] 0,004 0,000 6.059.661 631.059.661 631,059,600
24 | POLEANG BARAT BABAMOLINGKU 625,000,000 807 001 0.002] - 11822 0.04 0.004 4 0.0] 0.005 0011 12,504,201 637.504.201 637,504,200
25 | POLEANG BARAT TOARI BOMBANA 625,000,000 781 001 0.002 ; 9.09 Q.00 0.000 4 0011 0003 0,008 8513764 £33.513.764 633,513,700
26 | POLEANG BARAT TIMBALA 625,000,000 1.430 0.0] 0.004 24,41 001 0.001 4 0011 .. 0005 0010 10,858, 7651 635858765 635.858,700
27 | POLEANG BARA1 RANOKOMEA 625,000,000 1.324 00} 0.003f - 43,73 - 001 0001 4 001 0,005 -0.010 11,259.329] - 636.259.329 636,259,300
28 -| POLEANG BARA RAKADUA 625,000,000 3,180 0,03 0.008 49,82 0.02 0.002 S 001 0.007 0016 18,117,897 643,117,897 643,117,800
[T29 | POLEANG BARA | LAMEONG-MEONG 625.000,000 735 001 0,002 7.20 0.00 0,000 3 001 0.004] - 00061 - 6,811,830 631,811,830 631.811,800
30_| POLEANG BARAT PABIRING 625,000,000 1.200 0.01 0,0031 - 7721 - 0,00 0,000 S 001 0,007 - 0010 11.130.2271- . 636,130.227 636,130,200
31 POLEANG BARAT BALASARI 625,000,000 721 2,01 0,002 34.58 001 0,001 4 0011 - 0,005 0,008 9.263.0941 - i 634,263,094 634,263,000
32 POLEANG BARAT BULUMANAIL $25.000.000 822 0.01 0,002 12,10 . 0.00 0,000 4 0011 0.005 0,008 8,735,235 : : 633.735.235 633,735,200
33 | POLEANG BARAT MATABUNDU 625.000.000 1.386 0,01 0.003 10.07 _0,00 0.000 4 0011: 0005 - 0,009} 10,222 1701 . ~_635,222.170 635.222.100
34 | POLEANG BARAT ANALERE 625.000.000 660 0,01 0.002 811 0.00 0,000 3 2.01 0,004 0.006 6.637.082 631.637.082 631.637.000
35 { MATA OQLEO POMONTORO 625.000,000 483 0,00 0,001 2078 001 0,001 4 0.0 0,005 0,007 8,109,353 633,109,353 633,109,300
36 | MATA OLEO LIANO - 625.000.000 812 0,01 0.002 1141 2.00 00001 - 3 0.01 0004) : 0007 -~ 7.175.954] - 632,175,954 - 632,175,900
37 | MATA OLEQO PULAU TAMBAKO 625.000,000 1,766 0.0] 0.004 23,05 001 0,001 4 090 0.005 0011] 11.739.1901" - ) 636,739,190 _636,739,100
38 | MATA OLEO LORA 625,000,000 1.874 0.021 0005 10,43 000t - 0000 4 0011 . 0005 - 0011 11,584,733 100,000,000 736.584,.733 736,584,700
- - —[ 39 .| MATAOLEO —~—~—1"TOLLTOLl ————————~ 625,000,000~~~ 505} -———0.00! — 0,001 ——— - 525} — - _0.00 0,000 3 Q.01 0.004 0.006 6.105.7121 631,105.712 631,105,700
" 40 | MATA QLE! TAJUNCU § * 625,000,000 338 0,00 0.001 403 000 - 0000 - 3 001! :-0004] .---0.005 5,600,042 - 630.600,042 630,600,000
41 | MATA OLEO MAWAR - PEAERE BT 625,000,000 518 0.00 0.001 228 0,00 0.000 3 0011 0004{ "+ 0005 6.026.7251 . . 631,026,725 631,026,700
42 | MATA OLEQ LALOA . N 625.000.000 544 -.0.00 0.001 13.13 0,00 0,000 4 0011 0.003 0007 8.003,3691 ‘ 633,003,369 633.003,300
43 | MATA OLEO BATUSAMPE INDAH “] - -~ £625.000.000 4341 - Q.00 0,001 : 1,36 0,00 0,000 3 0.0 0,004 0.005 5.769.673 . . 630,769,673 630,769,600
74 | MATA OLEO HAMBAWA L - 625,000,000 327 0.00 0,001 6.61 0.00 0.000 3 0011~ o004l - 0003} - 5662,260 : o 630.662.260 630.662.200
45 MATA OL) - PU'U WAEYA = N 625,000,000 4101 -~ -~ 0.00 0,001 10,20 0,00 0,000 -3 0011 - 0004 0,005 6.020.7151 : -631,020.715 631,020,700
46 | RAROWATU UTARA WUMBUBANGKA : 625,000,000 1.209 001 00031 - -161.54] -~ 005 0,005 3 001 -0.004] .-.: 0012] - 13.664.633)_ - : : 638 664,633 638,664,600
47 | RAROWATU UTARA HUKAEA o 625,000,000 9411 0.0] 0.002 10.38 0.00 00001 . -3 001} 0004l - 0007 7,495,738 (- 632,405 738 632,495,700
48 | RAROWATU UTARA - LANTOQWUA 625.000.000 844 0,01 0,002 1055 0,00 0.000 3 001 0,004 0.,007% - 7,233,574 : 632,233,574 632,233,500
49 | RAROWATU UTARA TEMBE 625.000.000 583 0.00 0,001 9,32 0.00 0,000 3 001 0,004] 0,006 6,467,574 . 631,467.574 631,467,500
50 | RAROWATU UTARA WATU MENDE 625.000,000 765 0.01 0,002 7.28 0,00 0,000 3 Q01! . 0004] " - 0006} - 6,897,672 : . 631,897,672 631,897,600
51 | RAROWATU UTARA - | MARGA JAYA 625,000,000 1.574 o0 0,004} - 9.30 0.00 0,000 3 0,01 - 0,004 0,008} 9,207.614 : ; 634,207,614 634,207,600
52 | RAROWATU UTARA TUNAS BARU 625,000,000 534 0,00 0.001 8.11 0,00 0.000 3 0.0 0,004 0.0061 - 6,288.610 . : 631,288,610 631,288,600
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ALOKASI FORMULA
No. KECAMATAN DESA ALOKASI DASAR JUMLAH PENDUDUK (JP) LUAS WILAYAH (LW) JUMLAH DUSUN (JD) TOTAL | SUmMLAH ALORAS ALOKASI PAGU ALOKASI PEMBULATAN
. {Rp) JP RASIO JP | BOEOT | LW [km?) |RASIOLW| BOEOT | JD_|RASIOJD] BOBOT | BOBOT FORMULA (Rp.) KINERJA | DANA DESA (Rp) (Rp.)
T ] 5 2 S S 7 ] B 10 11 12 13 T4 =[7+10+13] i5=(14°q 16 (~] 17=(4+15] 18
53 | POLEANG UTARA TANPABULU _ 625,000,000 2,623 0.02 0.007 1841 0.01 0001 5 001l 0007 0,014 15,449,502 640,449,502 640,449,500
54 | POLEANG UTARA TANAH POLEANG 625,000.000 1.504 0.01 0,004 110,03 0.04 0.004 6 001 0.008 0,016 17,151,479 642,151,479 642,151,400
55 | POLEANG UTARA KARYA BARU 625,000,000 86! 001 0.002 841 Q.00 0,000 3 001l 0004 0,007 7,223,100 632,223,109 632.223.100
56 POLEANG UTARA TOBURI 625,000,000 2.54 002 0006 1567 001 0.001 5 001 0,007 0014 15,141,017 640,141,017 640,141,000
57 | POLEANG UTARA ROMPU ROMPU 625.000.000 1,657 0011 0004 33,87 0,01 0,001 4 0.0] 0,005 0,011 11.826.247 636,826,247 636,826,200
58 | POLEANG UTARA PUSU EA 625,000,000 1,245 0,01 0.003 26.83 0,01 0,001 5 0,01 0,007 0,011 11,940,864 636,940,864 636.940 800
59 | POLEANG UTARA LAWATU EA 625,000,000 744 001 0,002 2,60 0.00 0.000 4 001 0,005 0,007 8.178 398 633,178,398 633,178,300
60 { POLEANG UTARA WAMBAREMA 625.000.000 526 0,00 0,001 21,45 001 0.001 3 001 0.004 0,006 6.745.484 631,745,484 631,745 4
61 | POLEANG SELATAN BATU PUTIH 625.000.000 1.309 0.01 0,004 12,48 0,00 0,000 5 .01 0,007 0.011 11,851,509 636.851,500 636,851,500
62 | POLEANG SELATAN WAEMPUTANG 625.000.000 2.266 0,02 0,006 38,49 0,01 0,001 5 0,01 0,007 0.014 15.183.267 100.000.000 740,183,267 740,183,200
63 | POLEANG SELATA KALI BARU 625,000,000 1.473 001 0,004 8.30 0,00 0,000 5 0,01 0,007 0.01] 11,906,076 636,906,076 636,906,000
64_| POLEANG SELATA AKACIPONG 625,000,000 795 0.01 Q.002 12,83 0,00 0.000 4 0,01 0,005 0.008 8,686,775 633,686,775 633.686.7
65 POLEANG SELATA LA EA 625.000.000 1,542 001] 0004 17.78 001 0.001 4 001 0.005 0,010 10.930.454 635,930,454 6359304
66 | POLEANG TENGGARA | LARETE 625.000.000 1,137 0,01 0.003 39,62 0,01 0.001 4 001 0,005 0,010 10,594,575 635.504 575 635.594.5
67 | POLEANG TENGGARA | LEMO 625.000.000 738 0.01 0.002 36,52 0,01 0,001 3 0,01 0,004 0.007 7,872,920 632,872,920 632.872.9
68 | POLEANG TENGGARA | TERAPUNG 625.000.000 2,007 0,02 0,005 32,41 0,01 0,001 4 0.01 0,005 0012 12,741,800 637,741,800 637,741,800
60 | POLEANG TENGGARA | LAMOARE 625,000,000 403 0,00 0,00} 22,39 0,01 0,001 4 001 0,005 0.007 8,104,820 633,194,820 633104800
70 | POLEANG TENGGARA RAMBAHA 625.000.000 255 0.00 0,001 2,87 _0.00 0.000 3 0,01 0,004 0,005 5.318.069 630,318,069 630,318,000
71| KABAENA SELATA LANGKEMA 625.000,000 731 0,01 0,002 7.18 0,00 0.000 3 0,01 0,004 0,006 6,800,050 631,800,050 631,800,0
2_| KABAENA SELATA BATUAWU 625 000,000 963 0.01 0,002 2555 001 0001 3 001 0,004 0.007 8101292 633,101,292 633,101,200
73 | KABAENA SELATA PONGKALAERQO 625,000,000 1.025 0.01 0,003 65,57 0,02 0,002 3 001 0.004 0,000 9,709,760 634,709,760 634,709,700
74 _| KABAENA SELATA PUU NUNU 625,000,000 776 001 0,002 30,90 001 0,001 3 0,01 0,004 0,007 7.776.218 632,776.218 632776200
75 | KADAENA BARAT BALIARA 625.000.000 1.575 0.01] 0,004 12,42 0,00 0,000 5 0,010,007 0,011 12.336.109 637.336,100 637,336,100
76 KABAENA BARAT RAHANTARI 625.000,000 666 0,01 0,002 20,24 0,01 0.00% 3 0.0] 0,004 0,006 7,089,228 632,089,228 632,089,200
77 KABAENA BARAT BALIARA KEPULAUAN 625.000,000 1,322 0,011 0003 4.35 0,00 0.000 3 001 0,004 0,008 83329031 633,332,931 633,332.9i
78 | KABAENA BARAT BALIARA SELATAN 625,000,000 1,638 0.01 0,004 1.20 000 0,000 2 0.01 0,004 0,008 9,003,769 634,003,769 634,003,700
79 | KABAENA UTARA MAPILA 625,000,000 996 - 001] - 0003 17,46 0,01 0,001 3 0,01 0.004 0.007 7,902,070 : 632,902,070 632,902,000
80 | KABAENA UTARA WUMBULAGSA 625,000,000 98 0,01 0,002 11,55 000 0,000 3 0,01 0.004 0.007 7,645,610 632,645,610 632.645.600
81 | KABAENA UTARA SANGIA MAKMUR 625,000,000 84 001 0.002 3.83 _0.00 0,000 4 0.01 0,005 0,008 _8.510,191 633,510,191 633,510,100
2 | KABAENA UTARA EEMOKOLO 625,000,000 662 001 0,002 23,67 0,01 0,001 3 0,01 0,004 0,007 7,201,326 632,201,326 632,201,300
83 | KABAENA UTARA TEDUBARA 625.000.000 842 0,01 0,002 61,13 0,02 0,002 4 001l 0,005 0.010 10,551,068 635,551,068 635.551.000
84 | KABAENA UTARA LAROLANU 625.000,000 265 0.00] 0001 15,33 0,01 0,001 2 0,00l 0,003 0.004 4,297,050 629,207,050 629,297,000
85 KABAENA TENGAH LAMONGGI - : 625.000.000] - - 539} - 0.00 0,001 16,67 001} - 0001 -3 00}1; - 0004 0.006] - 6609802 - - --631,609.802] - 631,609,800
86 | KABAENA TENGAH TANGKENO 625.000.000 591 0.00] 0001 9,24 0.00 0,000 2 0.00f 0,003 0,005 4,979,978 629,979,978 629,979.9
87 | KABAENA TENGAH LENGORA 625,000,000 768 0.01 0,002 121,28 0,04 0,004 4 0,01 0,005 0,011 12.506.216 637,506,216 637,506,200
88 | KABAENA TENGAH ENANO 625,000,000 393 0,00 0.001 66,32 0.02 0.002 3 00] 0.004 0,007 7.988.800 632,988,800 632.988.7
89| KABAENA TENGAH “ULUNGKURA 625.000.000 822 001 0,002 2430 001 0,001 3 0,01 0,004 0,007 7,666,451 632.666 451 632 6664
00| KABAENA TENGAH LENGORA SELATAN 625.000,000 695 001 0,002 11,30 0.00 0,000 3 0.0] 0,004 0.006 6,848,423 631,848.423 6318484
01 | KABAENA TENGAH -__| LENGORA PANTAI 625,000,000 1.036 001 0,003 2647 0,01 0,001 5 0,01 0.007 0,010 11,340,917 636,349,917 636,349,900
5| KEP. MASALOKA RAYA | MASALOKA 625.000,000 628 001 0,002 0,98 0,00 0,000 3 0,01 0,004 0,006 6,292,564 631,292,564 631,292,500
03 | KEP. MASALOKA RAYA | BATU LAMBURI 625.000.000 622 00110002 0,16 0.00 0,000 3 0.01 0,004 0,006 6,246,527 631,246,527 631,246,500
G4 | KED. MASALOKA RAYA | MASALOKA SELATAN 625.000.000 548 000] 0001 0,57 0,00 0,000 3 001 0,004 0.006 "~ 6.056.501 631.056.591 631.056.500
05 | KEP. MASALOKA RAYA | MASALOKA TIMUR 625.000.000 538 o000l _ 0001 0,56 000 0,000 3 001 0,004 0.005 6.028 575 631,028 575 631,028,500
96| KEP. MASALOKA RAYA | MASALOKA BARAT 625,000,000 382 0,00} 0001 0.39 0.00 0.000 3 001 0,004 0,005 5,591,030 630,591,030 630,591,000
97_| RUMBIA TENGAH TAPUHAHI 625,000,000 1.058 0.02 0,005 4.27 0,00 0,000 4 0,01 0,005 0,011 11,595861 100.000.000 736,595,861 736.595.800
98 | RUMBIA TENGAH LAMPATA 625.000,000 556 0.00] ___000] 5.82] - 0.00 0.000 3 0,01 0,004 0.006 6,267,227 : 631,267,227 631,267.200
99 | POLEANG TENGAH MULAENO 625.000.000 1,126 0,011 0,003 7.62 0.00 0.000 4 001 0,005 0,009 -9.415.129 634,415,129 6344151
00 | POLEANG TENGAH LEBO EA 625,000,000 9 0.01 0,002 15.41 001 0,001 4 0,01 0,005 0.008 9,161,075 634,161,075 634,161,000
01 | POLEANG TENGAH PARIA 625.000,000 1,19 0.01 0,003 13.72 0,00 0,000 4 0.01 0,005 0,009 9.811.163 634,811,163 634,811,100
02_| POLEANG TENGAH - “POLEONDRO |- 625 000,000} ———6711—— 0011 0,002 ————4 041 —— 0,001 -~ 0,000l 47 -——0.01]—-0,005] - ~—0007]———— 8060528 633,060,528 ———— 633,060,500 -~ - mror oo
03_| TONTONUNU TONTONUNU 625,000.000 139 ~ 001] 0004 1628] 001 0,001 S 0.01 0,007 0,011 11,987,955 636,987,955 636,987,000
04 | TONTONUNU TONGKOSENG 625,000,000 2.040 002] 0005 22,58 001 0,00} 8 002[ o011 0017 18,507,498 643,507,498 643,507,400
05 | TONTONUNU 'ETE HAKA 625.000,000 658 001 0.002 26.85 001 Q.001 3 0,01 0,004 0,007 1,304,448 632,304,448 632,304,400
06 | TONTONUNU WATU MELOMBA - 625.000,000 032 001l — 0002 46,84 0,02 0.002 4 0,01 0,005 0009 10.286 866 635.286.866 635.286.800
07_|_ TONTONUNU PUU_WONUA 625,000,000 778 001 0002 18,59 001 0,001 5 0,01 0,007 0.009 10,353,432 635.353.432 635,353.4
J
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ALOKASI FORMULA
No. KECAMATAN DESA EEM— DaSAR JUMLAH PENDUDUK (9P) LUAS WILAYAH (LW) JUMLAH DUSUN (9D} TOTAL | JUMLAH ALOKASI M%nxwﬂmh Uﬂ”ﬂd ALOKASI PEMBULATAN
(Rp,) P RASIO JP ] BOBOT | LW [km?) ]RASIO LW| BOBOT JD | RASIO JD] BOBOT | BOBOT FORMULA (Rp.) DESA (Rp.) Rp.)
7 z 3 7 s 3 7 8 9 10 11 iz 13 T4 =(7+10+13] T5=114°q 18 (") T7e(4+15] 15
08 | LANTARI JAYA LAMBIKASI 625.000.000 1.210 001 0.003 18.02 0,01 0,001 4 Q.01 0.005 0,009 10,020,877 635.020.877 635,020.800
09 | LANTARI JAYA LANTARI 625.000.000 1.497 001 0.004 2239 001 0,001 3 0011 0004 0000 " 0.264.682 634.464.682 634.464.600
10 | LANTARI JAYA LANGKOWALA 625,000,000 1,052 0.01 0,003 1890 0,01 0,001 3 0.01 0,004 0,007 8,108 653 633,108,653 633,108 600
11 | LANTARI JAYA PASARE APUA 625,000,000 913 001 0.002 24.36 001 0001 4 001 0,005 0,000 9,427,129 634,427,129 634,427,100
12 | LANTART JAYA ANUGERAH 625.000.000 1.242 .01 0003 14.74 0.00 0.000 3 0011 0.005 0.009 9.991.602 634,991,602 632.991.600
13 | LANTARI JAYA KALAERO 625,000,000 828 0.01 0,002 23.13 0,02 0.002 3 0,01 0,004 0,008 8,718.244 633,718,244 633,718,200
4 | LANTARI JAYA TINABITE 625,000,000 567 0,00 0.001 72,39 0,02 0.002 4 0.01 0.005 0,000 10,194, 828 635,194,828 635,194,800
5 LANTARI JAYA RARONGKEU 625.000.000 o577 0.00 0,001 $2,60 0,02 0.002 3 0.0] 0,004 0.007 8.005.035 633,005.035 633.005.000
6 | LANTARI JAYA WATU-WATU 625.000,000 1.265 001 0,003 848 0.00 0.000 3 001 0,004 0,008 8,323,585 633,323,585 633,323 500
7 | MATA USU KOLOMBI MATAUSU 625.000.000 363 0.00 0.00] 30,93 0.01 0.001 3 0.01 0,004 0,006 6.635.082 631.635.082 631,633,000
8 | MATA USU MORENGKE 625,000,000 499 0.00 0,001 69,03 0,02 0.002 3 001 0,004 0,008 8,379,267 633,379,267 633,379,200
9 § MATA USU WIA-WIA 625,000,000 286 0,00 0,001 4991 0,02 0.002 2 0,00 0,003 0,005 5,596,792 630,596,792 630,596,700
120 | MATA USU LAMURU 625.000.000 523 0,00 0.001 121,01 0,04 0,004 3 0,01 0.004 0,000 10,312,088 635,312,088 635.312.000
121 | MATA USU TOTOLE 625.000.000 364 0.00 0.001 185,29 0.06 0,006 3 0,01 0,004 0011 12,180.451 637,180,451 637.180.400
JUMLAH 75.625.000.000 119.321 1,00 0,300 3.063,47 1,00 0,100 438 1,00 0,600 1,000 1.100.000.000 300.000.000| '77.025.000.000 77.025.000.000
KONTROL PERHITUNGAN BOBOT
Alokasi Dana Desa 77.025.000.000 |a JP = Jumlah Penduduk 30% f
Alokasi Dasar 75.625.000.000 |b LW = Luas Wilayah 10% "
Alokasi Formula 1.100.000.000 |c JD = Jumlah Dusun 60% h
Alokasi Kinerja 300.000.000 |4
Jumlah Desa 121 |e

PARAF KOORDINASI
NO |UNIT/SATUAN KERJA
1|/ h
A A S AV A
3 ™ W __\%
1 | Kabpg, A
5 | Wopid Pereles
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